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PRAKATA

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam menjalankan 
pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor. 

Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah 
dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi 
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Proses penyusunan, implemen-
tasi, dan evaluasi kebijakan publik melibatkan banyak aktor; termasuk 
pemerintah, lembaga legislatif, pemimpin, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan publik mencakup berbagai jenis dan tipe yang masing-
masing memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam pelaksanaan-
nya. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar kebijakan publik menjadi 
landasan penting bagi semua aktor yang terlibat. Setiap jenis kebijakan 
memiliki tujuan dan dampak yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan 
pendekatan yang tepat sangat penting.

Peran para aktor dalam kebijakan publik, terutama para pemimpin di 
tingkat nasional maupun lokal, sangat menentukan keberhasilan kebijakan. 
Kepemimpinan yang efektif dapat memandu perumusan kebijakan dan 
mendorong pelaksanaannya secara efisien.

Tahapan perumusan dan formulasi kebijakan publik adalah lang-
kah awal yang krusial. Berbagai model formulasi kebijakan digunakan 
untuk menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
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Setelah dirumuskan, implementasi kebijakan menjadi kunci untuk memas-
tikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang 
diinginkan.

Setelah itu, ada evaluasi kebijakan publik yang juga menjadi bagian 
penting dalam mengukur efektivitas dan keberhasilan kebijakan. Evaluasi 
ini membantu mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki 
sehingga kebijakan dapat disempurnakan di masa mendatang.

Peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik juga sangat 
penting. Partisipasi aktif masyarakat memastikan bahwa kebijakan yang 
diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, sekaligus mening-
katkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut. 
Melalui pemahaman yang mendalam tentang seluruh proses kebijakan 
publik, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk 
mewujudkan kebijakan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. 
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BAB I
KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan mencakup berbagai 
pandangan yang berbeda dari para ahli. Pada dasarnya, kebijakan publik 
merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah 
atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam 
masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau 
aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan merespons masalah-masalah 
yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Dwidjowijoto, 
2012: 119—120).

Harold Laswell & Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, 
dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan 
publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang 
dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program 



TEORI KEBIJAKAN PUBLIK2

ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau 
pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.

Adapun David Easton memberikan perspektif yang sedikit berbeda 
dengan mendefinisikan kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas peme-
rintah. Dalam pandangannya, kebijakan publik dilihat sebagai hasil dari 
berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan 
fungsinya. Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup semua tindakan 
dan keputusan pemerintah yang berdampak pada masyarakat secara kese-
luruhan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya 
terbatas pada program atau rencana, tetapi juga mencakup dampak nyata 
yang dirasakan oleh masyarakat.

Carl I. Friederich menambahkan dimensi lingkungan dalam defi-
nisi kebijakan publik dengan menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 
rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau peme-
rintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang 
yang ada. Kebijakan publik dalam pandangan Friederich dirancang untuk 
memanfaatkan potensi yang ada serta mengatasi hambatan yang muncul 
dalam lingkungan sosial, politik, atau ekonomi. Kebijakan yang diusulkan 
bertujuan untuk merespons berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi 
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan publik 
merupakan alat untuk menghadapi dinamika yang ada di lingkungan 
tempat kebijakan tersebut diterapkan (Adianto & Maryani, 2014: 2).

Sementara itu, James Anderson menyoroti kebijakan publik sebagai 
suatu tindakan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan tertentu 
serta diikuti oleh satu atau lebih aktor kebijakan untuk mengatasi masa-
lah-masalah yang menjadi perhatian utama mereka. Ia juga menunjukkan 
bahwa kebijakan publik bersifat relatif stabil. Hal itu berarti bahwa kebijakan 
tersebut tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat, tetapi memiliki 
durasi implementasi yang cukup panjang. Misalnya, dalam kasus mening-
katnya tingkat kriminalitas di suatu kota, kebijakan publik yang dirancang 
untuk mengatasi masalah tersebut dapat berupa penguatan keamanan 
melalui penambahan personel kepolisian atau program rehabilitasi untuk 
pelaku kejahatan.

Wilson juga mengemukakan bahwa kebijakan publik mencakup 
tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah 
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BAB II
JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi dapat diartikan sebagai rangkaian keputusan, tindakan, 
dan strategi yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk 
mengelola, mengatur, dan mengarahkan aktivitas ekonomi suatu negara 
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan-
tujuan ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas 
harga yang memadai, pengurangan pengangguran, distribusi pendapatan 
yang lebih merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan.

Kebijakan ekonomi bukan hanya merupakan tindakan reaktif terhadap 
perubahan kondisi ekonomi, melainkan juga merupakan alat perencanaan 
strategis untuk mencapai visi jangka panjang pembangunan yang menye-
luruh. Pada dasarnya, kebijakan ekonomi memiliki peran penting dalam 
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menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar, keterlibatan pemerintah, 
dan dinamika global yang terus berubah (Arafat, 2023: 59—69).

Dalam merancang kebijakan ekonomi, pemerintah sering kali meng-
gunakan teori-teori ekonomi yang sudah teruji sebagai landasan pemikiran. 
Teori-teori tersebut membantu memetakan situasi ekonomi yang ada dan 
memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil. 
Berikut dijelaskan teori-teori kebijakan ekonomi.
1. Teori Keynesian 

Teori Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes mene-
kankan bahwa ketidakseimbangan dalam permintaan dan penawaran 
sering kali menyebabkan masalah-masalah ekonomi, seperti pengang-
guran dan resesi. Keynes menjelaskan bahwa peran aktif pemerintah 
sangat diperlukan untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut; 
terutama melalui kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan 
perpajakan serta kebijakan moneter yang meliputi pengaturan suku 
bunga dan peredaran uang.

Ketika ekonomi sedang lesu dan tingkat pengangguran tinggi, 
pemerintah diharapkan meningkatkan pengeluarannya untuk mencip-
takan lapangan kerja baru dan merangsang permintaan agregat. 
Adapun jika ekonomi mengalami inflasi yang berlebihan, pemerintah 
bisa mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak untuk menurun-
kan permintaan.

2. Teori monetarisme
Teori monetarisme yang dipelopori oleh Milton Friedman lebih meni-
tikberatkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar dalam pere-
konomian sebagai faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan 
ekonomi dan inflasi. Menurut pandangan monetaris, stabilitas ekonomi 
dapat dicapai jika pemerintah menjaga pertumbuhan jumlah uang yang 
beredar dalam perekonomian pada tingkat yang stabil dan terprediksi.

Pendukung teori ini percaya bahwa inflasi adalah akibat dari terlalu 
banyaknya uang yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang 
dan jasa yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tidak 
konsisten atau terlalu agresif dapat menciptakan ketidakstabilan. Selain 
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BAB III
TIPOLOGI KEBIJAKAN PUBLIK

Pentingnya Tipologi Kebijakan Publik
Tipologi kebijakan publik sangat penting karena beberapa alasan utama 
yang berkontribusi pada efektivitas dan pemahaman kebijakan itu sendiri. 
Salampessy dkk. (2023) menyebutkan beberapa poin penting mengenai 
pentingnya tipologi kebijakan publik, yaitu sebagai berikut. 
1. Memudahkan klasifikasi dan analisis

Tipologi kebijakan publik menyediakan kerangka untuk mengklasi-
fikasikan berbagai jenis kebijakan, seperti kebijakan ekonomi, sosial, 
lingkungan, dan lain-lain. Dengan adanya klasifikasi ini, analis dan 
pembuat kebijakan dapat lebih mudah memahami dan menganalisis 
karakteristik masing-masing kebijakan serta dampaknya terhadap 
masyarakat.

2. Mendukung proses pengambilan keputusan
Tipologi kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam pengam-
bilan keputusan dengan menyediakan panduan yang jelas tentang 
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pendekatan yang tepat untuk setiap jenis kebijakan. Misalnya, kebi-
jakan redistribusi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda 
dibandingkan dengan kebijakan regulasi atau kebijakan publik lainnya.

3. Memfasilitasi evaluasi dan monitoring
Dengan adanya tipologi yang jelas, proses evaluasi dan monitoring 
kebijakan menjadi lebih sistematis. Para evaluator dapat menggunakan 
kriteria yang sesuai untuk menilai efektivitas kebijakan, melihat apakah 
tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan mengidentifikasi area yang 
perlu diperbaiki.

4. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman
Tipologi kebijakan publik memfasilitasi komunikasi antara berbagai 
pemangku kepentingan; termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor 
swasta. Dengan menggunakan istilah yang konsisten dan dipahami, 
semua pihak dapat lebih mudah berdiskusi dan berkolaborasi dalam 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan.

5. Mendorong inovasi dan adaptasi
Tipologi yang jelas mendorong inovasi dalam pembuatan kebijakan 
dengan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk melihat prak-
tik terbaik dari tipologi yang berbeda dan mengadaptasi strategi yang 
berhasil dari satu jenis kebijakan ke jenis lainnya. Hal ini sangat penting 
dalam konteks yang terus berubah dan kompleks.

6. Membantu identifikasi isu dan tantangan
Dengan memahami tipologi kebijakan, para pembuat kebijakan dapat 
lebih mudah mengidentifikasi isu dan tantangan spesifik yang mungkin 
muncul dalam implementasi kebijakan tertentu. Ini memungkinkan 
mereka untuk merancang solusi yang lebih efektif dan responsif.

7. Meningkatkan akuntabilitas
Tipologi kebijakan publik juga dapat meningkatkan akuntabilitas 
karena memudahkan dalam penetapan tanggung jawab dan evaluasi 
hasil. Dengan mengetahui jenis kebijakan yang diterapkan, masyarakat 
dapat lebih mudah menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah 
terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
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BAB IV
AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tipe Aktor dalam Proses Kebijakan Publik
Dalam proses kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang terlibat secara 
langsung maupun tidak langsung; baik dari sektor pemerintahan, swasta, 
maupun masyarakat. Setiap aktor memiliki peran penting dalam meme-
ngaruhi jalannya proses kebijakan; mulai dari perumusan, pelaksanaan, 
hingga evaluasi kebijakan. Para aktor ini dapat berkontribusi dengan cara 
yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan, tujuan, dan kekuasaan 
mereka. Muadi, Ismail, & Sofwani (2016) menyebutkan bahwa aktor-aktor 
dalam proses kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi beberapa 
tipe berikut. 
1. Aktor negara

Aktor negara adalah aktor utama dalam proses kebijakan publik yang 
terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkat, mulai 
dari pusat hingga daerah. Aktor negara memiliki otoritas formal dalam 
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merumuskan, mengesahkan, dan mengimplementasikan kebijakan 
publik. Beberapa aktor negara yang paling berperan dalam proses 
kebijakan meliputi sebagai berikut. 
a. Eksekutif

Presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota adalah aktor 
eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk merancang kebijakan, 
membuat keputusan, dan memastikan kebijakan tersebut diimple-
mentasikan sesuai dengan rencana. Di tingkat nasional, presiden 
beserta kabinetnya sering kali menjadi pemimpin utama dalam 
inisiatif kebijakan publik.

b. Legislatif
Lembaga legislatif (seperti parlemen atau DPR) memiliki peran 
dalam membahas, mengesahkan, atau menolak kebijakan yang 
diajukan oleh eksekutif. Legislatif juga bertindak sebagai pengawas 
dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

c. Birokrasi
Aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah memiliki 
tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah disah-
kan. Birokrasi bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan di 
lapangan, serta bertanggung jawab dalam hal administrasi dan 
teknis operasional kebijakan.

d. Yudikatif
Pengadilan dan lembaga peradilan juga memiliki peran penting 
dalam proses kebijakan, terutama dalam menegakkan hukum 
dan memutuskan sengketa yang muncul terkait kebijakan publik. 
Keputusan yudikatif dapat memengaruhi jalannya kebijakan, 
terutama jika ada unsur pelanggaran hukum atau ketidakadilan 
dalam implementasi kebijakan.

2. Aktor non-negara
Selain aktor negara, aktor non-negara juga memainkan peran penting 
dalam proses kebijakan publik. Aktor-aktor ini dapat berupa individu 
atau organisasi yang berasal dari masyarakat sipil, sektor swasta, atau 
akademisi yang berpartisipasi dalam diskusi, penyusunan, dan pelak-
sanaan kebijakan. Assabil & Triyatno (2023) menyebutkan bahwa aktor 
non-negara meliputi sebagai berikut. 
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BAB V
PERAN KEPEMIMPINAN  

DALAM KEBIJAKAN

Pengenalan tentang Kepemimpinan dan Kebijakan
Kepemimpinan adalah sebuah konsep yang telah menjadi pusat perhatian 
dalam banyak disiplin ilmu, seperti manajemen, psikologi, dan sosiologi. 
Kepemimpinan secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan 
individu untuk memengaruhi, memimpin, dan membimbing orang lain 
menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dalam kenyataannya, kepemimpinan adalah konsep yang jauh lebih 
kompleks dan melibatkan berbagai elemen; seperti karakteristik pribadi, 
perilaku, hubungan antar-individu, serta visi yang dibangun oleh pemimpin 
tersebut. Penting untuk memahami berbagai teori kepemimpinan yang telah 
dikembangkan guna menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang yang 
lebih luas dan beragam. Arafat (2023: 111—119) menjelaskan tiga teori 
kepemimpinan yang telah dikembangkan, yaitu sebagai berikut. 
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1. Teori trait atau teori ciri kepemimpinan
Kepemimpinan sebagian besar dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 
yang dimiliki oleh seorang individu. Sifat-sifat tertentu, seperti keper-
cayaan diri, kemampuan komunikasi yang baik, integritas, dan kebe-
ranian untuk mengambil risiko, sering kali dianggap sebagai ciri-ciri 
penting dari seorang pemimpin yang efektif. Peter G. Northouse menje-
laskan terkait bagaimana ciri-ciri yang dapat membedakan seorang 
pemimpin dari yang lainnya, serta bagaimana sifat-sifat tersebut dapat 
memengaruhi kinerja seorang pemimpin dalam memimpin timnya.

2. Teori behavioral
Teori behavioral menitikberatkan pada tindakan dan perilaku pemim-
pin. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang 
karakteristik atau sifat individu, melainkan juga tentang bagaimana 
pemimpin berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Dua 
dimensi utama yang sering dibahas dalam teori ini adalah orientasi 
tugas dan orientasi hubungan.

Pemimpin dengan orientasi tugas cenderung lebih fokus pada 
pencapaian tujuan dan pengaturan tugas. Adapun pemimpin dengan 
orientasi hubungan lebih memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan 
sosial anggota tim mereka. Dalam hal ini, Robert Kreitner & Angelo 
Kinicki menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kedua dimensi 
perilaku ini dapat memengaruhi kinerja organisasi dan budaya kerja.

3. Teori transformasional 
Teori transformasional menjadi teori yang sangat penting dalam mema-
hami kepemimpinan, terutama dalam konteks motivasi dan inspirasi. 
Teori ini menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk mengin-
spirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai potensi penuh 
mereka. Pemimpin transformasional mampu mengartikulasikan visi 
yang kuat, memberikan motivasi yang mendalam kepada timnya, dan 
menciptakan lingkungan kerja yang inovatif serta berorientasi pada 
pertumbuhan. 

Pemimpin dalam bidang kebijakan tidak hanya harus mampu memo-
tivasi dan menginspirasi. Pemimpin itu juga harus mampu membuat kepu-
tusan yang bijaksana, berkomunikasi dengan jelas, dan memimpin dengan 
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BAB VI
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Proses Perumusan Kebijakan Publik
Proses perumusan kebijakan publik merupakan tahap yang sangat krusial 
dalam siklus pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, di mana keputusan 
strategis diambil untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat. 
Perumusan kebijakan dalam konteks ini bukan sekadar tindakan admi-
nistratif, melainkan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan 
mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk menemukan solusi terbaik.

Dunn (2004: 132) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan dapat 
dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan dan menyintesis berbagai 
alternatif pemecahan masalah, yang masing-masing bersaing untuk dipi-
lih sebagai kebijakan yang akan diimplementasikan. Winarno (2008: 29) 
menekankan bahwa pemilihan alternatif yang tepat sangat penting untuk 
memecahkan masalah yang ada.
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Menurut Islamy (2000: 24), proses perumusan kebijakan bukanlah 
sesuatu yang bersifat final; sebaliknya, dianggapnya sebagai proses secara 
berkelanjutan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aktor-
aktor yang terlibat. Para pembuat kebijakan—baik yang berada di peme-
rintah maupun di luar pemerintahan—memainkan peran kunci dalam 
proses ini. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih 
alternatif kebijakan yang paling sesuai berdasarkan informasi yang ada. 
Dengan demikian, formulasi kebijakan mencakup metode dan strategi yang 
dirancang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi; serta penentuan 
alternatif kebijakan yang paling efektif dan efisien di antara berbagai pilihan 
yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, berikut beberapa tahap yang perlu dilakukan 
dalam perumusan kebijakan. 
1. Perumusan masalah (defining problem)

Tahap awal yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan 
adalah perumusan masalah. Pemahaman yang baik terhadap masalah 
yang dihadapi akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk 
mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari situasi tersebut, 
mendiagnosis penyebab, dan memetakan tujuan yang ingin dicapai.

Ini mencakup upaya untuk menyatukan pandangan yang mungkin 
bertentangan dan merancang kebijakan baru yang relevan. Proses ini 
harus dilakukan oleh individu atau kelompok yang terpengaruh oleh 
masalah tersebut, dan mereka perlu memiliki kapasitas untuk mela-
kukannya. Keberhasilan dalam merumuskan masalah secara akurat 
akan sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan tahap-tahap 
berikutnya dalam pembuatan kebijakan.

2. Penyusunan agenda kebijakan
Setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya adalah memasuk-
kan isu tersebut ke dalam agenda kebijakan. Tidak semua masalah yang 
muncul akan mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan, hanya 
isu-isu tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat masuk ke 
dalam agenda. Menurut Wahab (2004: 40), kriteria-kriteria tersebut 
mencakup sebagai berikut. 
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BAB VII
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Formulasi Kebijakan Publik
Formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap penting dalam 
proses kebijakan publik yang melibatkan pengembangan pilihan-pilihan 
strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat dan telah diangkat menjadi isu dalam agenda publik. Formulasi 
kebijakan ini dapat dipahami sebagai tahap perumusan alternatif-alterna-
tif solusi untuk menangani persoalan tersebut. Dalam konteks kebijakan 
publik, formulasi berfungsi untuk merumuskan batasan dan ruang lingkup 
kebijakan yang akan diterapkan; dengan tujuan memastikan bahwa kebi-
jakan yang dirancang mampu memberikan solusi yang relevan dan efektif 
(Igirisa, 2022: 47).

Formulasi kebijakan publik dapat dianggap sebagai tahap awal yang 
sangat krusial karena keputusan yang diambil pada tahap ini akan sangat 
menentukan keberhasilan kebijakan pada tahap implementasi dan evaluasi 
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di masa mendatang. Oleh karena itu, formulasi kebijakan harus dilakukan 
dengan sangat hati-hati. Penting juga untuk mempertimbangkan berbagai 
aspek seperti dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi dengan 
kebutuhan publik, serta konsistensi dengan kerangka hukum dan etika 
yang berlaku. Kehati-hatian dalam proses formulasi ini diperlukan agar 
kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan dengan baik dan 
mencapai tujuan yang diinginkan.

Setiap kebijakan publik pada umumnya merupakan kelanjutan dari 
kebijakan yang sudah ada sebelumnya, dengan memperhitungkan evaluasi 
kebijakan terdahulu dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di masya-
rakat. Oleh karena itu, proses formulasi kebijakan harus melihat keterkaitan 
antara kebijakan yang sedang dirumuskan dengan kebijakan yang telah ada 
sehingga ada kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaannya.

Dalam tahap formulasi ini, pengembangan kebijakan sering kali dida-
sarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi kebijakan sebelumnya. Analisis 
tersebut akan memberikan informasi penting mengenai keberhasilan dan 
kegagalan kebijakan yang diterapak. Evaluasi itu kemudian menjadi dasar 
untuk merancang kebijakan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.

Formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Termasuk 
melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial, penelitian ilmiah, 
kajian teoretis, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. 
Setiap proses formulasi kebijakan harus melibatkan beberapa aspek utama; 
seperti kepentingan publik, manfaat kebijakan, dan relevansi kebijakan 
terhadap kebutuhan masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi kunci dalam 
menentukan arah kebijakan yang dirumuskan sehingga kebijakan tersebut 
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas.

Selain itu, proses formulasi kebijakan publik harus berlandaskan pada 
data dan informasi yang akurat serta analisis yang mendalam. Dalam hal 
ini, diperlukan kajian akademik dan pemahaman yang baik terhadap 
kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. 
Kebijakan yang dihasilkan pun tidak hanya berdasarkan intuisi atau pertim-
bangan praktis semata, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga 
memungkinkan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cara yang 
efektif dan efisien.
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BAB VIII
MODEL FORMULASI KEBIJAKAN  

DARI BEBERAPA AHLI

Model Formulasi Kebijakan Thomas R. Dye
Thomas R. Dye merumuskan beberapa model formulasi kebijakan yang 
berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat 
dihasilkan melalui proses politik dan administrasi. Setiap model yang dije-
laskan oleh Dye menggambarkan pendekatan yang berbeda terhadap proses 
perumusan kebijakan, dengan fokus yang bervariasi dari interaksi kelompok 
hingga pertimbangan rasional dan peran pemerintah. Kadji (2015: 31—39) 
memberikan penjabaran panjang dari masing-masing model formulasi 
kebijakan menurut Dye, yaitu sebagai berikut. 
1. Model teori kelompok (group theory)

Model teori kelompok menekankan bahwa kebijakan publik adalah 
hasil dari interaksi antara berbagai kelompok yang memiliki kepen-
tingan berbeda-beda di dalam masyarakat. Kebijakan dilihat sebagai 
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titik keseimbangan atau equilibrium yang tercapai melalui negosiasi dan 
kompromi antara kelompok-kelompok ini. Proses kompromi dianggap 
sangat penting karena memungkinkan kebijakan yang dihasilkan dapat 
diterima oleh berbagai pihak.

Dalam model ini, ada empat indikator yang dapat digunakan 
untuk mengukur efektivitas formulasi kebijakan. Pertama, kemampuan 
untuk merumuskan aturan main antarkelompok kepentingan. Kedua, 
pengaturan kompromi dan keseimbangan antara kepentingan-kepen-
tingan yang berbeda. Ketiga, terbentuknya kompromi dalam kebijakan 
yang dihasilkan. Keempat, penguatan terhadap kompromi-kompromi 
yang telah disepakati sebelumnya.

Model ini mencerminkan pentingnya interaksi antarkelompok 
dalam sistem politik yang pluralistis. Kebijakan publik dihasilkan dari 
tarik-menarik kepentingan kelompok yang berbeda-beda, dengan 
tujuan mencapai konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Model kelembagaan (institutional model)
Model kelembagaan menegaskan bahwa kebijakan publik merupa-
kan hasil dari lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki otoritas 
untuk membuat kebijakan. Dalam pandangan ini, pemerintah diang-
gap sebagai satu-satunya entitas yang sah dan memiliki kewenangan 
untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan secara luas kepada 
masyarakat.

Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah bersifat universal dan 
mengikat seluruh warga negara. Dalam hal ini, pemerintah memegang 
peran sebagai pelaksana kebijakan serta memiliki kekuatan pemaksaan 
untuk memastikan implementasi kebijakan.

Indikator dari model ini mencakup tiga hal. Pertama, otoritas 
pemerintahan yang sah dalam membuat kebijakan publik. Kedua, 
kebijakan publik yang bersifat umum atau universal. Ketiga, peran 
pemerintah dalam memaksakan kebijakan yang telah dibuat agar dapat 
dijalankan secara efektif. 

3. Model teori elite (elite theory)
Model teori elite berangkat dari asumsi bahwa dalam setiap masyarakat 
terdapat dua kelompok utama, yaitu kelompok elite yang memiliki 



125

BAB IX
IMPLEMANTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan publik merupakan bagian yang sangat penting 
dalam proses kebijakan secara keseluruhan. Secara umum, implementasi 
kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kebijakan 
yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan 
tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wahab (1977) menjelaskan bahwa Kamus Webster merumuskan imple-
mentasi publik sebagai kegiatan menyediakan sarana untuk melaksanakan 
dan memberikan dampak praktis atau akibat dari suatu tindakan. Dengan 
demikian, implementasi kebijakan publik berfokus pada bagaimana kebi-
jakan yang telah dirumuskan tersebut diterapkan untuk mencapai hasil 
atau tujuan yang diinginkan.

Salah satu definisi penting tentang implementasi kebijakan publik 
dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa 
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implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau 
kelompok—baik dari sektor publik maupun swasta—yang diarahkan pada 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. 
Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada aktor-aktor pemerintah, 
tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu-individu yang memiliki 
peran dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan 
yang dirumuskan memerlukan tindakan operasional yang melibatkan 
berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kebijakan tercapai 
(Subianto, 2020).

Lebih lanjut, dalam proses implementasi kebijakan terdapat tiga unsur 
penting yang sangat memengaruhi keberhasilannya: sumber daya manu-
sia, kemampuan anggaran, dan kemampuan organisasi. Unsur-unsur ini 
harus dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat—baik dari sektor 
pemerintah maupun swasta—agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat 
berjalan sesuai dengan rencana. Sumber daya manusia yang kompeten dan 
berkomitmen, anggaran yang mencukupi, serta struktur organisasi yang 
efektif adalah elemen-elemen kunci yang memungkinkan kebijakan terse-
but diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Mazmanian & Sabatier (1979), implementasi kebijakan adalah 
transformasi keputusan-keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional 
di lapangan. Ini berarti bahwa semua keputusan yang telah diambil oleh 
pembuat kebijakan harus diubah menjadi tindakan nyata yang dapat dite-
rapkan dalam kehidupan sehari-hari; baik melalui program-program peme-
rintah, peraturan-peraturan, atau mekanisme administrasi lainnya. Fokus 
utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang benar-benar 
terjadi setelah suatu program atau kebijakan diberlakukan. Ini mencakup 
berbagai kegiatan yang terjadi setelah kebijakan tersebut disahkan, baik 
dalam bentuk upaya administrasi maupun dampak nyata yang dirasakan 
oleh masyarakat.

Menurut Grindle, implementasi kebijakan publik tidak hanya meli-
batkan penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi rutin. 
Kebijakan publik juga mencakup masalah konflik, keputusan, dan siapa yang 
mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, imple-
mentasi kebijakan juga berhubungan erat dengan distribusi keuntungan 
atau manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan. Implementasi kebijakan harus 
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BAB X
MODEL IMPLEMENTASI  

KEBIJAKAN PUBLIK

Model Van Meter & Van Horn
Model Van Meter dan Van Horn pertama kali dikemukakan oleh Donald 
van Meter dan Carl van Horn pada 1975. Model ini dianggap sebagai salah 
satu model paling klasik dalam analisis implementasi kebijakan publik. 
Model ini menawarkan kerangka linier yang menggambarkan hubungan 
langsung antara kebijakan yang telah dirumuskan, para implementor kebi-
jakan, serta kinerja kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Van Meter dan 
Van Horn, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada interaksi antara 
kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dan pelaksanaan kebijakan di 
tingkat bawah (Subianto, 2020).

Model ini secara khusus mengidentifikasi enam variabel penting yang 
memengaruhi hubungan antara kebijakan publik dan kinerja pelaksanaan-
nya. Sutmasa (2021) menjelaskan enam variabel penting tersebut sebagai 
berikut. 
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1. Policy standard and objectives
Menurut Van Meter & Van Horn, salah satu elemen kunci dalam keber-
hasilan kinerja kebijakan adalah standar kebijakan dan tujuan-tuju-
annya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada 
seberapa jelas indikator-indikator kinerja serta tujuan-tujuan kebijakan 
yang ditetapkan. Tujuan-tujuan kebijakan perlu dirumuskan dengan 
jelas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pembuat 
kebijakan dan pelaksana di lapangan. Jika standar dan tujuan kebijakan 
kabur atau menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, hal ini dapat 
berujung pada kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, 
adanya pedoman yang jelas dan konkret sangat penting agar pelak-
sana kebijakan dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan 
dari mereka.

2. Policy resources
Selain standar dan tujuan yang jelas, sumber daya kebijakan juga meru-
pakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi 
kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi dana, materi, tenaga 
manusia, dan berbagai insentif yang dapat memfasilitasi pelaksanaan 
kebijakan. Jika sumber daya tidak mencukupi atau tidak dikelola 
dengan baik, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

Insentif juga menjadi bagian penting dalam model ini. Dalam hal 
ini, mereka yang berhasil menjalankan kebijakan dengan baik harus 
diberikan apresiasi atau penghargaan. Adapun mereka yang gagal perlu 
diberi “hukuman” atau konsekuensi tertentu. Dengan demikian, adanya 
mekanisme pemberian insentif dapat mendorong motivasi pelaksana 
untuk mencapai target kebijakan.

3. Interorganizational communication and enforcement activities
Model Van Meter & Van Horn juga menekankan pentingnya komu-
nikasi antar-organisasi dan kegiatan penegakan. Dalam hal ini, komu-
nikasi antar-organisasi pelaksana kebijakan sangat penting untuk 
memperlancar pertukaran informasi. Khususnya mengenai stan-
dar-standar kinerja dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jika saluran komunikasi antara organisasi yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, kemungkinan 
besar akan terjadi miskomunikasi yang dapat mengganggu proses 
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BAB XI
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Definisi Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses penting yang bertujuan 
untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan 
program-program yang telah dilaksanakan. Proses ini tidak hanya berfungsi 
untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi di masa lalu. Proses ini juga lebih 
fokus pada upaya untuk memprediksi, menghitung, dan memantau pelak-
sanaan program di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi program-program tersebut. Dengan pendekatan 
yang bersifat proaktif, evaluasi ini diarahkan untuk memberikan umpan 
balik yang konstruktif dan strategis sehingga dapat meningkatkan peluang 
keberhasilan program di masa depan (Dewi, 2022: 139).

Evaluasi kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur dan 
menilai secara objektif pencapaian hasil yang telah direncanakan. Hasil 
evaluasi berfungsi sebagai umpan balik yang krusial terhadap proses 
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perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Evaluasi 
lebih menekankan pada perbaikan dan peningkatan daripada sekadar 
menyoroti kesalahan yang terjadi di masa lalu. Hal ini memungkinkan para 
pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi apa yang telah berjalan baik 
dan apa yang perlu diperbaiki sehingga evaluasi kebijakan dapat dianggap 
sebagai alat yang membantu dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik 
(Tayibnapis, 2000).

Istilah evaluasi memiliki makna yang beragam dan setiap istilah yang 
terkait, seperti penilaian, evaluasi, dan perkiraan, mengacu pada pene-
rapan berbagai ukuran nilai pada hasil kebijakan dan program yang telah 
dilaksanakan. Evaluasi dapat dipahami secara umum sebagai upaya untuk 
menganalisis hasil kebijakan dalam konteks nilai. Dalam pengertian yang 
lebih spesifik, evaluasi bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang 
nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, hasil kebijakan yang dinilai memiliki nilai jika berkon-
tribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang 
telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan atau program yang berhasil 
dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang berarti. Artinya, permasa-
lahan yang menjadi fokus kebijakan telah teratasi atau diselesaikan dengan 
efektif (Dunn, 2000).

Tidak ada satu pun kebijakan publik yang dapat dilaksanakan tanpa 
adanya proses evaluasi. Evaluasi kebijakan sangat penting untuk menilai 
efektivitas dan relevansi kebijakan publik dalam mempertanggungjawab-
kannya kepada publik serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Dalam proses ini, evaluasi diperlukan untuk mengetahui 
adanya gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi.

Dengan demikian, outcome atau hasil dari kebijakan dapat dikatakan 
memiliki nilai jika hasil tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan 
atau sasaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, outcome yang berhasil 
mengatasi permasalahan yang ada menjadi indikator bahwa kebijakan atau 
program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang signifikan.

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai kegiatan 
yang melibatkan penilaian terhadap substansi, implementasi, dan dampak 
dari suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam hal ini tidak hanya dilakukan 
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